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Dugaan Korupsi Kolam Renang

Penyidik Tunggu
Pendapat Ahli

PALU, MERCUSUAR - Hasil
perhitungan volume pekerjaan,
terkait kasus dugaan korupsi
pembangunan kolam renang di
lokasi eks STQ Bukit Jabal Nur,
Kelurahan Talise, Kecamatan Palu
Timur tahun 2004 - 2006 yang
dilaksanakan PT Bhakti Baru
Karya Pratama, telh ada.
= i Hanya saja, ekspos perkara tim

HAbuI H Rabunah penyidik dengan jajaran Kejati

Aspidsus Kejati Sulteng menyimpulkan hasil

perhitungan tim teknis

independen dianggap belum cukup. Olehnya, diputuskan agar

kasus tersebut didalami dengan memeriksa saksi ahli hukum
pidana.

Pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana itu, untuk
meminta pendapatnya terkait dasar pembangunan kolam
renang. Apakah dasar pembangunan, yakni MoU dibenarkan
aturan atau tidak. “Setelh ada pendapat ahli, kami (penyidik)
sudah dapat bersikap,” singkat Asisten Pidsus Kejati Sulteng
H Abul H Rabunah pada wartawan, Jumat (21/10) sore, tanpa
menjelskan sikap penyidik yang dimaksud

Diketahui, pembangunan kolam renang itu berdasarkan
MoU pemerinta Sulteng dan rekanan. Dalam MoU
pembangunan itu rencananya dilakukan secara bertahap
sejak tahun 2004 - 2008, dengan total anggaran sekira Rp16
miliar oleh pelaksanan PT'Bhakti Baru Karya Pratama. Hanya
saja, pelksanaan dilapangan tak demikian. Sebab ternyata
pembangunannya hanya dilaiksanakan tahun 2004 sampai
2006.

Pasalnya, pekerjaan tahun 2006 tak dibayarkan
pemerintah Sulteng. Sehingga pelaksana kegiatan tak
melanjutkan proses pembangunan tahun 2007-2008.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penkum Eki Moh Hasim
mengatakan, pengusutan kasus pembangunan kolam renang
dilakukan secara keseluruhan, baik pembangunan yang
anggarannya dialokasikan tahun 2004, 2005 maupun tahun
2006. Namun pengusutan dibagi dua bagian, yakni tahun
2004-2005 sendiri, terpisah dengan pembangunan tahun
2006.

Berdasarkan informasi dan data yang dikantongi penyidik,
pekerjaan tahun 2004 serta 2005 tak sesuai alokasi anggaran.
Sebab alokasi anggaran tahun itu (2004 dan 2005) melebihi
dari volume pekerjaan fisik di lapangan. Sementara
pekerjaan tahun 2006, tak dibayarkan pemerintah Sulteng.

Gubernur Sulteng masih dijabat, HB Paliudju, dalam
pertemuan dengan media di ruangannya, menegaskan tak
akan membayar utang kelebihan volume pekerjaan fisik
pembangunan kolam renang itu. Sebab berdasarkan
konsultasi Pemerintah Provinsi Sulteng dengan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng, melanggar aturan. ak





